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hak asasi manusia dalam pembaruan hukum acara pidana
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap
rancangan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum
nasional dan internasional, serta laporan-laporan empirik
terkait praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dan
interpretasi hukum terhadap norma yang berlaku serta
relevansinya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam rancangan
undang-undang yang ada masih bersifat umum dan belum
menciptakan kewajiban normatif yang kuat terhadap
penggunaan kamera pengawas, sehingga efektivitasnya
sebagai mekanisme akuntabilitas hukum belum maksimal.
Meskipun teknologi ini memiliki potensi mencegah
kekerasan, efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan
pengawasan independen, standar operasional prosedur yang
tegas, serta jaminan akses terhadap rekaman sebagai alat
kontrol publik. Oleh karena itu, penguatan aspek normatif
dan institusional menjadi hal mendesak agar penggunaan
kamera pengawas benar-benar dapat berfungsi sebagai
instrumen perlindungan hukum yang efektif.
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PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, praktik penyiksaan, kekerasan fisik maupun psikis selama proses
pemeriksaan dan penahanan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Salah satu upaya
yang mulai dipertimbangkan sebagai solusi adalah penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam
ruang pemeriksaan dan penahanan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses
hukum. Gagasan ini mengemuka seiring dengan pembaruan Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang diklaim membawa materi progresif, termasuk
pengaturan penggunaan CCTV dalam penahanan. (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan
Hukum Acara Pidana, 2025)

Namun, ketentuan mengenai kamera pengawas dalam RKUHAP 2025 dinilai belum memadai
secara normatif. Pasal 31 Ayat (2) RKUHAP menyebut istilah “kamera pengawas”, namun
keterangan dalam penjelasan hanya berbunyi “cukup jelas” dan tidak menetapkan secara tegas
mekanisme teknis, cakupan ruang lingkup, serta akses terhadap rekaman sebagai alat bukti (DPR
RI, 2025) Padahal, studi sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan rekaman audio-visual
secara menyeluruh dalam ruang interogasi dapat mengurangi insiden penyiksaan dan intimidasi.
Misalnya, beberapa temuan menyatakan bahwa rekaman video di ruang tahanan dan pemeriksaan
efektif menekan praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, asalkan disertai dengan
protokol penggunaan, akses, dan pengawasan yang memadai (Baumann, Kathrin; Murray, 2021).

Sementara itu, laporan tahunan KontraS tahun 2022 menunjukkan bahwa praktik penyiksaan terus
berlangsung dengan aktor dominan adalah kepolisian (31 dari 50 kasus), disusul oleh militer dan
sipir. Kasus-kasus yang terjadi, seperti penyiksaan terhadap alm. Hermanto dan Fikri dkk,
memperlihatkan bagaimana ruang tahanan yang tertutup dan minim pengawasan menjadi tempat
subur bagi kekerasan (KontraS, 2022).

Dalam tinjauan pustaka, Studi DCAF juga menunjukkan bahwa penggunaan CCTV harus
dikaitkan dengan akuntabilitas kelembagaan, mekanisme pengaduan, dan kontrol publik terhadap
penyalahgunaan teknologi pengawasan serta menunjukkan bahwa keberadaan kamera
mempengaruhi perilaku polisi secara signifikan dalam interogasi. (Baumann, Kathrin; Murray,
2021) Meskipun demikian, belum banyak studi yang menelaah bagaimana instrumen ini dirancang
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dan diatur dalam konteks Indonesia, khususnya dalam kerangka RKUHAP 2025.

Dari sinilah tampak adanya keterbatasan penelitian yakni belum terdapat kajian hukum yang
secara mendalam menganalisis apakah pengaturan kamera pengawas dalam RKUHAP 2025
benar-benar efektif sebagai alat perlindungan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini bertujuan
untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memeriksa: (1) bagaimana pengaturan penggunaan
kamera pengawas dalam proses pemeriksaan dan penahanan menurut RKUHAP 2025 serta
peraturan lain yang relevan; dan (2) sejauh mana efektivitas penggunaan kamera pengawas dalam
mencegah kekerasan dan menjamin perlindungan HAM dalam praktik penegakan hukum.

Bahwa meskipun terdapat pengakuan eksplisit terhadap kamera pengawas dalam RKUHAP 2025,
pengaturannya belum cukup kuat dan komprehensif untuk menjamin efektivitas perlindungan
HAM, terlebih tanpa didukung pengawasan yudisial yang kuat, transparansi akses publik terhadap
rekaman, serta kerangka tanggung jawab institusional yang tegas. Oleh karena itu, artikel ini juga
menawarkan solusi pembaruan hukum yang berbasis pada praktik internasional dan konteks
realitas kekerasan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum
yang menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami
norma, prinsip, dan asas yang relevan dalam sistem hukum yang berlaku. Objek kajian dalam
penelitian ini adalah pengaturan normatif terkait penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam
proses pemeriksaan dan penahanan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana tertuang dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025.

Penggunaan perangkat rekam visual (kamera pengawas) sebagai instrumen pengawasan terhadap
perilaku aparat penegak hukum dalam ruang tahanan atau ruang interogasi, yang diposisikan
sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak
disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Penelitian ini tidak menggunakan populasi atau
sampel secara statistik, namun menggunakan pendekatan kualitatif yuridis dengan analisis isi
terhadap dokumen hukum dan laporan-laporan empirik.

Tempat penelitian secara konseptual berada pada bidang hukum pidana dan hak asasi manusia,
dengan sumber data utama berupa dokumen RKUHAP 2025, laporan Koalisi Masyarakat Sipil
terhadap Pasal-pasal Bermasalah dalam RKUHAP, dan Laporan Tahunan KontraS 2022 dan 2024
tentang praktik penyiksaan di Indonesia. Bahan hukum sekunder lainnya mencakup jurnal ilmiah,
studi komparatif internasional, dan laporan institusi seperti DCAF.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu penelusuran
terhadap regulasi, dokumen hukum, dan literatur ilmiah. Alat utama dalam penelitian ini adalah
analisis isi dan interpretasi hukum, yang digunakan untuk mengkaji bagaimana norma
dirumuskan, sejauh mana efektivitasnya dalam praktik, serta mengidentifikasi kekosongan,
ambiguitas, atau kelemahan dari sisi perumusan atau implementasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Kamera Pengawas dalam Pemeriksaan dan Penahanan dalam
RKUHAP 2025

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 sebagai bentuk
pembaruan terhadap KUHAP 1981 telah memuat ketentuan baru yang diharapkan mampu
menyesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia dan perkembangan teknologi informasi. Salah
satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah pengaturan penggunaan kamera pengawas
(CCTYV) dalam proses pemeriksaan dan penahanan. Hal ini menjadi penting mengingat masih
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tingginya kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat proses
penyidikan. (Komisi [IT DPR RI, 2025)

Meskipun dalam penjelasan RKUHAP 2025 disebutkan penggunaan teknologi dalam mendukung
sistem peradilan pidana, pengaturan eksplisit mengenai kewajiban pemasangan kamera pengawas
hanya disebutkan secara umum. Pasal 31 ayat (2) RKUHAP menyebutkan bahwa ruang
pemeriksaan "dapat dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk
keperluan dokumentasi", namun frasa tersebut belum menimbulkan kewajiban normatif yang
mengikat aparat penegak hukum untuk menerapkannya secara konsisten. Bahkan dalam lampiran
penjelasan RKUHAP, frasa "cukup jelas" menjadi indikasi lemahnya political will terhadap
keberadaan CCTYV sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas (Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Pembaruan Hukum Acara Pidana, 2025).

Padahal, dalam berbagai kasus yang didokumentasikan oleh KontraS, penyiksaan terhadap
tahanan sering terjadi justru di ruang tertutup seperti sel tahanan dan ruang pemeriksaan. Dalam
laporan KontraS tahun 2022, disebutkan bahwa dari 50 kasus penyiksaan yang terjadi, 31 di
antaranya melibatkan kepolisian sebagai pelaku utama (KontraS, 2022). Rendahnya transparansi
dan akuntabilitas dalam tahap pemeriksaan menjadi salah satu akar persoalan sistemik yang
memungkinkan praktik kekerasan terus berlangsung.

Selain itu, pengaturan mengenai alat bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV, telah mendapat
legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik
merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan rekaman elektronik dapat diperluas sebagai alat
bukti petunjuk (Maysarah, 2024). Namun, dalam praktik hukum pidana, penggunaan CCTV
sebagai alat bukti belum sepenuhnya terakomodasi dalam KUHAP maupun RKUHAP secara
eksplisit.

Dalam konteks perbandingan hukum, sejumlah negara telah mengatur secara tegas mengenai
kewajiban perekaman proses interogasi, seperti di Inggris dan Australia, di mana kegagalan
merekam interogasi secara otomatis membuat bukti tersebut tidak dapat digunakan di pengadilan.
Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan visual bukan hanya bersifat opsional,
melainkan sudah menjadi norma perlindungan hukum terhadap tahanan.

Dalam kerangka hak asasi manusia, kewajiban negara untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan
tidak manusiawi merupakan bagian dari kewajiban hukum internasional. Indonesia telah
meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT) melalui Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1998, yang mengharuskan negara untuk menjamin bahwa tidak seorang pun dikenai
penyiksaan dalam bentuk apa pun oleh aparat negara. Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban
tersebut adalah dengan membangun sistem yang mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran,
termasuk melalui pengawasan terhadap proses interogasi. Oleh karena itu, pengaturan CCTV
semestinya tidak hanya diletakkan dalam kerangka teknis, tetapi juga dalam kerangka pemenuhan
kewajiban konstitusional dan internasional terhadap perlindungan HAM (KontraS, 2022).

Selain itu, RKUHAP seharusnya merinci teknis pengoperasian kamera pengawas, mulai dari
penempatan kamera, durasi perekaman, hingga otoritas yang berwenang mengakses dan
mengamankan data rekaman. Tanpa aturan teknis yang spesifik, aparat penegak hukum dapat
dengan mudah menghindari akuntabilitas dengan dalih kerusakan teknis, ketiadaan anggaran, atau
ketidaksiapan infrastruktur. Ketiadaan pengawasan eksternal juga membuat integritas data
rekaman rawan disalahgunakan(Abadi, n.d.).

Urgensinya semakin nyata ketika dikaitkan dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap
institusi penegak hukum. Berbagai survei menunjukkan bahwa kepolisian dan kejaksaan masih
dianggap sebagai institusi yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM. Maka dari itu,
kehadiran CCTYV sebagai alat verifikasi independen menjadi sangat penting dalam membangun
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transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Pengalaman dari beberapa negara seperti Korea Selatan dan Meksiko juga menunjukkan bahwa
pengaturan CCTV yang baik mampu menekan angka pengaduan terhadap kekerasan oleh aparat.
Namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada political will pemerintah dan kualitas
lembaga pengawas yang mandiri. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadikan pembaruan
RKUHAP sebagai momentum memperkuat fondasi perlindungan hukum berbasis teknologi
(Baumann, Kathrin; Murray, 2021).

B. Efektivitas Penggunaan Kamera Pengawas sebagai Instrumen Perlindungan HAM

Penggunaan kamera pengawas dalam proses pemeriksaan dan penahanan memiliki potensi besar
dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Studi-studi internasional menunjukkan bahwa
keberadaan CCTV dapat mengubah perilaku aparat dan memberikan efek pencegahan terhadap
kekerasan. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa ketika aparat sadar bahwa proses
pemeriksaan direkam, mereka cenderung menggunakan taktik interogasi yang lebih moderat dan
menghormati hak-hak tersangka (Septian, 2017).

Dalam konteks Indonesia, efektivitas kamera pengawas juga diuji melalui sejumlah studi dan kasus.
Dalam skripsi Adelia Tri Andini (2022), terbukti bahwa rekaman CCTV dapat membantu
memverifikasi kesaksian dalam sidang pengadilan, meskipun belum sepenuhnya dijadikan alat
bukti utama karena keterbatasan dalam KUHAP (Andini, 2022). Begitu pula dalam jurnal oleh
Ismail dan Andi Maysarah (2024), disebutkan bahwa rekaman CCTYV telah menjadi bukti sah
dalam praktik hukum pidana umum melalui perluasan dalam UU ITE dan putusan Mahkamah
Konstitusi (Maysarah, 2024).

Namun, efektivitas CCTV sangat tergantung pada keberadaan standar operasional prosedur (SOP)
yang jelas dan pengawasan independen terhadap pengelolaan rekaman. Laporan DCAF (2023)
juga menekankan bahwa efektivitas CCTV bergantung pada akses publik terhadap rekaman,
integritas teknis, serta ketentuan hukum yang melindungi privasi dan menjamin akuntabilitas.
Tanpa pengawasan eksternal, rekaman dapat disalahgunakan atau bahkan dimanipulasi
(Baumann, Kathrin; Murray, 2021).

Sebagai contoh konkret, dalam laporan KontraS terbaru (2023), ditemukan kasus di mana
penyiksaan tetap terjadi meskipun di lokasi telah dipasang kamera, namun rekamannya tidak dapat
diakses atau dihapus oleh aparat. Ini menunjukkan bahwa keberadaan CCTV saja tidak cukup,
melainkan harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan mekanisme pengaduan yang
responsif (KontraS, 2022).

Oleh karena itu, efektivitas penggunaan kamera pengawas harus dipandang dalam kerangka
sistemik: dimulai dari dasar hukum yang kuat, pengaturan teknis yang tegas, hingga akuntabilitas
berlapis dari pihak independen. Tanpa itu semua, CCTV hanya menjadi simbol teknologi tanpa
nilai perlindungan nyata.

Dari sisi infrastruktur, tantangan penggunaan CCTV dalam pemeriksaan masih tinggi, khususnya
di wilayah pedalaman dan luar Jawa. Banyak kantor polisi belum dilengkapi dengan sistem
pengawasan modern yang layak. Hal ini berdampak langsung terhadap ketimpangan implementasi
di lapangan, sebagaimana tercatat dalam hasil survei Komnas HAM tahun 2023 yang menemukan
bahwa hanya 30% Polres di Indonesia memiliki sistem CCTV aktif dalam ruang interogasi
(Komnas HAM, 2023).

Selain infrastruktur, resistensi budaya juga menjadi tantangan. Sebagian aparat penegak hukum
menganggap pengawasan sebagai bentuk ketidakpercayaan, sehingga muncul upaya penghindaran,
misalnya dengan memilih ruang tanpa pengawasan untuk melakukan interogasi. Oleh karena itu,
reformasi kultural dalam institusi penegak hukum diperlukan agar penggunaan CCTV dipahami
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi petugas dan tersangka (Ismail & Maysarah, 2024).
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Dari sisi kelembagaan, keberadaan lembaga pengawas independen menjadi sangat penting. DCAF
(Geneva Centre for Security Sector Governance) menekankan bahwa rekaman video hanya akan
efektif jika diawasi oleh institusi eksternal yang memiliki otoritas untuk meninjau dan
mengevaluasi rekaman, seperti Ombudsman atau Komnas HAM (Baumann & Murray, 2021).
Tanpa pengawasan ini, rekaman bisa dihapus, direkayasa, atau tidak pernah diakses oleh publik.

Laporan KontraS tahun 2023 memperlihatkan satu kasus di mana rekaman CCTV di ruang
tahanan tiba-tiba hilang setelah dugaan penyiksaan terhadap seorang tahanan. Hal ini
mempertegas bahwa kehadiran CCTV tanpa SOP yang mengatur keamanan data hanya akan
menjadi formalitas (KontraS, 2023).

Dalam aspek teknis, efektivitas penggunaan CCTV bergantung pada tata kelola digital, termasuk
sistem log audit, enkripsi, dan pembatasan akses hanya oleh pihak berwenang. UU ITE dan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik sebenarnya dapat menjadi rujukan awal dalam membangun sistem keamanan data
rekaman.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun RKUHAP 2025 telah memasukkan ketentuan
mengenai penggunaan kamera pengawas dalam proses pemeriksaan dan penahanan,
pengaturannya masih bersifat normatif lemah dan tidak menjamin kepastian hukum. Frasa “cukup
jelas” dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) tidak memuat rincian teknis tentang mekanisme
penggunaan, penyimpanan, maupun akses terhadap rekaman kamera pengawas, sehingga
membuka celah bagi praktik penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Dari segi efektivitas, penggunaan kamera pengawas terbukti mampu memberikan efek preventif
terhadap kekerasan dan penyiksaan yang kerap terjadi di ruang tertutup. Namun, efektivitas ini
sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat, SOP yang rinci, serta pengawasan
independen yang menjamin akuntabilitas institusi. Temuan ini menjawab dua rumusan masalah
dalam penelitian, yaitu: Pertama, Pengaturan penggunaan kamera pengawas dalam RKUHAP
2025 masih perlu diperkuat secara substansi dan implementasi. Kedua, Efektivitas kamera
pengawas sebagai instrumen perlindungan HAM bergantung pada tata kelola yang sistemik dan
akuntabel, bukan hanya pada keberadaan alatnya semata.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah bersama DPR memperkuat
pengaturan penggunaan kamera pengawas dalam RKUHAP 2025 dengan menetapkan norma
hukum yang lebih tegas dan operasional. Penggunaan kamera pengawas seharusnya tidak hanya
disebut secara umum, tetapi juga diatur secara rinci mengenai kewajiban pemasangan, standar
teknis, serta mekanisme penyimpanan dan akses terhadap rekaman. Selain itu, perlu disusun
standar operasional prosedur (SOP) nasional yang mengatur seluruh proses perekaman, termasuk
jaminan bahwa rekaman tidak dapat dihapus atau dimanipulasi tanpa otorisasi hukum. Untuk
menjamin akuntabilitas. Terakhir, penggunaan kamera pengawas hendaknya menjadi bagian dari
reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghormatan hak
asasi manusia, pembentukan budaya hukum yang menolak penyiksaan serta kekerasan dalam
proses hukum.
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